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Abstract 
The tradition of mangalojongkon boru is one of the customs practiced 
in Mandailing marriages, where the groom elopes with the bride 
without the knowledge of the bride's family. This tradition holds deep 
social, cultural, and spiritual dimensions, yet in the context of Islamic 
law, various questions arise regarding the alignment of this practice 
with the principles of Sharia. This article aims to analyze the 
mangalojongkon boru tradition from an Islamic legal perspective, 
focusing on aspects relevant to religious teachings. The methodology 
used in this study is a qualitative approach, involving literature review 
and in-depth interviews with local cultural figures and religious 
scholars. The results show that while this tradition has positive 
meanings in strengthening social and family relationships, several 
elements need to be adjusted to align more closely with the principles of 
Islamic law, particularly concerning justice and the balance of rights 
and obligations in marriage. When understood wisely, this tradition 
can serve as a means of reinforcing religious and cultural values that 
are in harmony with Islamic principles. 
Keywords: Mangalojongkon Boru; Islamic Law; Marriage; 
Mandailing Customs; Sharia. 

 
Abstrak 

Tradisi mangalojongkon boru merupakan salah satu adat yang 

dijalankan dalam perkawinan masyarakat Mandailing, dimana 
pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan tanpa 
diketahui oleh keluarga perempuan. Tradisi ini memiliki 
dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam, namun 
dalam konteks hukum Islam, muncul berbagai pertanyaan 
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terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip 
syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tradisi 
mangalojongkon boru dalam perspektif hukum Islam, dengan 

fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan ajaran agama. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam 
terhadap tokoh adat dan ulama setempat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini memiliki makna 
positif dalam mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan, 
terdapat beberapa elemen yang perlu disesuaikan agar lebih 
selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait 
dengan aspek keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban 
dalam pernikahan. Tradisi ini, apabila dipahami dengan bijak, 
dapat berfungsi sebagai sarana penguatan nilai-nilai agama dan 
budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. 
Kata Kunci: Mangalojongkon Boru; Hukum Islam; Perkawinan, 

Adat Mandailing; Syariat Islam. 
 
 

 
Pendahuluan 

Tradisi mangalojongkon boru merupakan salah satu adat istiadat 

yang dijalankan oleh masyarakat Mandailing dalam konteks 
perkawinan(M.Fadhlan Is, 2022). Tradisi ini melibatkan prosesi di 
mana pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan tanpa 
sepengetahuan pihak keluarga perempuan, yang sering dianggap 
sebagai bentuk pelarian cinta(Ritonga & Dongoran, 2024). Walaupun 
tradisi ini memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam dalam 
mempererat hubungan keluarga dan masyarakat, namun dalam 
perspektif hukum Islam, muncul beberapa pertanyaan mengenai 
kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini 
memiliki dimensi yang kompleks, baik dalam aspek budaya, sosial, 
maupun agama, yang perlu dianalisis lebih lanjut dari segi hukum 
Islam(Tarigan et al., 2021). 

Di satu sisi, tradisi mangalojongkon boru memiliki nilai-nilai 
positif, seperti memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan 
masyarakat, serta mencerminkan solidaritas dan kebersamaan dalam 
masyarakat Mandailing(Hayana & Mulyadi, 2022). Namun, di sisi lain, 
praktik ini menimbulkan berbagai isu dalam konteks hukum Islam, 
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terutama mengenai kesepakatan dan persetujuan kedua pihak yang 
terlibat dalam pernikahan, yang menjadi prinsip dasar dalam Islam. 
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam hal 
hak dan kewajiban kedua mempelai serta penghormatan terhadap 
peran keluarga dalam pernikahan(Heru S.P. Saputra & Abu Bakar 
Ramadhan Muhamad, 2024). 

Namun, seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman 
terhadap hukum agama, khususnya hukum Islam, muncul berbagai 
pertanyaan mengenai kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip 
syariat(Pasaribu, 2022). Hukum Islam menekankan pentingnya 
persetujuan kedua belah pihak dalam suatu pernikahan, baik pihak 
laki-laki maupun perempuan, serta persetujuan dari wali perempuan 
sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam praktik 
mangalojongkon boru, yang sering kali tidak melibatkan persetujuan 
keluarga perempuan secara terbuka, timbul keraguan tentang 
kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama 
dalam hal keabsahan pernikahan dan perlindungan hak-hak pihak 
perempuan(Hatarongan, 2016). 

Adanya ketidaksesuaian antara tradisi dan ajaran agama ini 
mendorong perlunya penelitian untuk mengeksplorasi lebih dalam 
tentang bagaimana mangalojongkon boru dipahami dalam perspektif 
hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
memahami bagaimana praktik ini dapat diadaptasi agar tetap selaras 
dengan nilai-nilai agama Islam tanpa mengurangi esensi dan makna 
budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dalam konteks 
globalisasi dan perubahan zaman, hubungan antara adat dan agama 
semakin penting untuk dikaji guna memastikan bahwa kebudayaan 
yang berkembang tetap menjaga harmoni dengan prinsip-prinsip 
agama yang diyakini masyarakat(S. M. I. Dalimunthe, 2022). 

Seiring dengan itu, tradisi mangalojongkon boru juga perlu 
dilihat dalam konteks hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban 
kedua mempelai, serta pentingnya menjaga martabat perempuan 
dalam pernikahan. Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini 
berfokus pada upaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh 
mana tradisi mangalojongkon boru masih relevan dengan ajaran 
Islam, serta bagaimana proses tersebut dapat disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan keadilan, 
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persetujuan bersama, dan penghormatan terhadap hak-hak individu 
dalam perkawinan(Nahari, 2021). 

Persoalan utama dalam tradisi mangalojongkon boru adalah 
tentang keabsahan dan validitas pernikahan menurut hukum Islam, 
yang memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, baik 
pihak laki-laki maupun pihak perempuan, serta wali dari pihak 
perempuan. Dalam Islam, persetujuan kedua belah pihak merupakan 
salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam hal ini, proses 
mangalojongkon boru yang melibatkan pelarian tanpa persetujuan 
keluarga perempuan dapat berisiko mengabaikan prinsip ini, yang 
berpotensi menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat 
Islam(Alfian Kaunang dkk, 2023). 

Selain itu, tradisi ini juga mengandung aspek keadilan dalam 
pembagian hak dan kewajiban dalam pernikahan. Menurut hukum 
Islam, kedua belah pihak dalam perkawinan memiliki hak yang sama 
untuk mendapatkan perlakuan adil dan penghormatan terhadap 
martabatnya. Praktik mangalojongkon boru yang mungkin tidak 
memperhatikan proses tersebut dapat dianggap bertentangan dengan 
prinsip keadilan yang diatur dalam Islam, terutama terkait dengan hak 
wali dalam memberi izin atau restu terhadap pernikahan(Afrizal, 
2024). 

Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis secara komprehensif mengenai hubungan antara tradisi 
mangalojongkon boru dan hukum Islam, dengan menilai apakah 
tradisi ini bisa diadaptasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariat, ataukah perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan ajaran 
agama. Dalam analisis ini, aspek hukum Islam yang berkaitan dengan 
keabsahan pernikahan, persetujuan kedua belah pihak, serta hak dan 
kewajiban dalam pernikahan akan menjadi fokus utama. 

 
 

Metode 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam. Studi 
literatur dilakukan untuk memahami secara komprehensif tentang 
tradisi mangalojongkon boru dalam perkawinan masyarakat 
Mandailing, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan 
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pernikahan. Literatur yang digunakan mencakup berbagai sumber, 
baik yang berbasis pada teks-teks hukum Islam, buku-buku tentang 
adat Mandailing, serta jurnal dan artikel yang relevan. Pendekatan ini 
memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih 
dalam tentang keterkaitan antara adat dan hukum Islam, serta nilai-
nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. 

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh 
adat, ulama, dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan 
tentang tradisi mangalojongkon boru dan penerapan hukum Islam 
dalam masyarakat Mandailing. Wawancara ini bertujuan untuk 
menggali pandangan langsung dari pelaku adat dan pemuka agama 
mengenai implementasi tradisi ini dalam konteks hukum agama. Data 
yang diperoleh dari wawancara ini akan dianalisis secara tematik 
untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disesuaikan agar lebih 
sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta untuk memahami 
bagaimana tradisi ini dapat dipertahankan dan diadaptasi dalam 
kehidupan modern. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Tradisi Mangalojongkon Boru Dalam Perkawinan Masyarakat 
Mandailing 

Masyarakat suku Batak, khususnya di daerah Mandailing, 
Tapanuli Selatan, mengamalkan tradisi yang dikenal dengan sebutan 
Mangalojokkon Boru. Secara harfiah, istilah mangalojokkon berarti 
membawa lari, sedangkan boru berarti wanita(Harahap, 2019). Dengan 

demikian, tradisi ini merujuk pada tindakan seorang pria yang 
membawa lari seorang wanita yang ingin dinikahinya, tanpa 
sepengetahuan keluarga perempuan(Hafsah et al., 2021). Biasanya, 
pria tersebut membawa wanita tersebut jauh dari keluarga selama 
beberapa hari untuk mempercepat dan mempermudah proses 
pernikahan. Tradisi ini muncul karena pihak pria sering kali tidak 
mampu memenuhi syarat-syarat adat yang diminta oleh keluarga 
perempuan, seperti pesta yang berlangsung selama tujuh hari tujuh 
malam, pemberian kain ulos (songket) sebanyak 40 helai, serta 
pemotongan seekor kerbau(Hazrul Affandi, Hasir Budiman Ritonga, 
2023). 

Dalam praktiknya, proses mangalojokkon boru dimulai dengan 
pria membawa wanita tersebut pada malam hari, meninggalkan surat 
untuk memberitahukan orang tua wanita bahwa mereka menuju 
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rumah pria dengan tujuan untuk menikah(Pulungan, 2018). Selama 
perjalanan, wanita tersebut diwajibkan membawa teman perempuan 
sebagai pendamping, untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. Setibanya di rumah pria, pria tersebut juga harus 
membawa teman laki-laki untuk menemani mereka. Di sini, prosesi 
adat dimulai dengan pemanggilan ketua adat untuk melangsungkan 
upacara manyattan boru, yang menandakan kedatangan mempelai 
wanita di rumah pria. Ketua adat kemudian bertanya mengenai tujuan 
kedatangan mereka, dan mempelai wanita menjawab bahwa 
tujuannya adalah untuk menikah. Keesokan harinya, diadakan 
pertemuan keluarga (martahi sahuta) untuk membahas uang antaran 
yang akan diserahkan kepada pihak perempuan, yang kemudian 
diantar oleh utusan dari pihak laki-laki, seperti anak boru (menantu), 
kahanggi (mamang), dan ketua adat. Mereka mengunjungi rumah 
keluarga perempuan untuk memberi tahu bahwa pernikahan akan 
segera dilaksanakan(A. M. Dalimunthe, 2016). 

Meskipun pihak perempuan melepaskan anak perempuannya 
dengan berat hati, prosesi dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah 
di rumah perempuan. Selama pernikahan, hanya pihak laki-laki 
beserta keluarganya yang hadir di tempat acara, sementara mempelai 
wanita tetap berada di rumah pria. Setelah pernikahan selesai, pria 
kembali ke rumahnya dan memberitahukan keluarga bahwa mereka 
telah sah menjadi pasangan suami istri. Tradisi mangalojokkon boru 
ini, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan norma-norma 
pernikahan formal, tetap menjadi bagian dari budaya yang dihormati 
dalam masyarakat Mandailing(Hidayat Tambunan et al., 2023). 

Kawin lari atau marlojong adalah sebuah tradisi perkawinan 
yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan. 
Dalam tradisi ini, seorang pria membawa lari perempuan yang ingin 
dinikahinya, dengan tujuan untuk menikah di rumah sang pria, 
meskipun urusan adat dan agama belum diselesaikan. Kawin lari 
biasanya terjadi karena penolakan orang tua perempuan terhadap 
pilihan pasangan anaknya, yang sering kali disebabkan oleh 
perbedaan status sosial atau alasan lainnya. Untuk itu, pasangan 
tersebut memutuskan untuk melarikan diri, mengikuti kehendak hati 
mereka. Sebagai langkah awal, perempuan harus memberikan tanda 
berupa surat dan sejumlah uang sebagai tanda pemberitahuan kepada 
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orang tuanya bahwa ia telah memilih untuk menikah dengan pria 
tersebut(Erfidah, 2023). 

Peristiwa kawin lari umumnya berlangsung pada malam hari, 
dan orang tua baru menyadari hal tersebut keesokan harinya ketika 
mendapati kamar anak perempuan mereka kosong, hanya 
meninggalkan surat tanda tersebut. Dalam situasi ini, orang tua 
perempuan sering merasa sedih, marah, dan kecewa. Untuk 
menyelesaikan permasalahan ini, keluarga perempuan segera 
mengumpulkan kerabat dari pihak mereka untuk membicarakan 
peristiwa tersebut. Jika orang tua perempuan tetap tidak menyetujui 
tindakan anaknya, mereka akan mengutus perwakilan, seperti anak 
boru dan kahanggi, untuk menemui dan membujuk sang gadis. Di sisi 
lain, keluarga pria juga harus menghadapi situasi dengan bijaksana, 
tidak melawan utusan dari keluarga perempuan, dan berusaha 
mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Adat yang berlaku dalam tradisi kawin lari mengatur bahwa 
pihak keluarga laki-laki, sebelum ada utusan dari keluarga 
perempuan, terlebih dahulu menginformasikan perihal kawin lari 
kepada orang tua perempuan. Setibanya di rumah keluarga laki-laki, 
pihak perempuan akan mempertanyakan tindakan tersebut kepada 
kepala adat (hatobangon) dan pihak keluarga laki-laki, yang 
kemudian menghadirkan gadis tersebut untuk menjelaskan niatnya 
menikah. Setelah semua jelas, keluarga laki-laki dan perempuan akan 
membahas prosesi adat selanjutnya, dengan tujuan mencapai 
kesepakatan dan saling menerima keputusan tersebut. Meskipun 
demikian, tindakan kawin lari ini tidak mengindahkan prinsip-prinsip 
syariat yang mengatur perkawinan, terutama terkait dengan 
persetujuan orang tua atau wali perempuan, yang sangat penting 
dalam menentukan keabsahan pernikahan menurut hukum agama. 
 
Analisis Hukum Islam Terkait Tradisi Mangalojongkon Boru Dalam 
Perkawinan Masyarakat Mandailing 

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tradisi mangalojokkon 
boru atau kawin lari, yang dilakukan dengan cara melarikan diri dari 
rumah perempuan tanpa sepengetahuan orang tua, menimbulkan 
sejumlah persoalan terkait dengan prinsip-prinsip pernikahan yang 
sah menurut syariat. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus 
dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, 
antara lain adanya persetujuan dari wali (orang tua atau wali yang 
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sah) dan saksi yang adil(Hamdani & Fauzia, 2022). Hal ini tercermin 
dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: 

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, dan tidak ada 

pernikahan tanpa persetujuan wali” (HR. Muslim).(An-
Naisaburi, 2000) 
Wali di sini bukan hanya sebagai simbol formalitas, tetapi 

sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
pernikahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang 
dan dalam rangka melindungi hak-hak perempuan. Dalam tradisi 
kawin lari ini, meskipun ada komunikasi setelah tindakan dilakukan, 
persetujuan wali perempuan belum didapatkan secara sah sebelum 
pernikahan terjadi, yang pada akhirnya membuat pernikahan tersebut 
tidak sesuai dengan ketentuan syariat. 

Praktik kawin lari bertentangan dengan prinsip ini karena 
pengantin perempuan tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari 
orang tuanya sebagai wali, yang merupakan salah satu syarat sah 
dalam pernikahan menurut Islam. Persetujuan wali sangat penting, 
baik untuk menjaga hak-hak perempuan sebagai pihak yang terlibat 
dalam pernikahan maupun untuk memastikan bahwa keputusan yang 
diambil adalah keputusan yang sesuai dengan norma agama dan 
budaya yang diterima dalam masyarakat Islam. 

Selain itu, dalam ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan 
secara terbuka dan sah, bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi 
atau melalui penghindaran dari kewajiban adat dan agama. Dalam hal 
ini, proses mangalojokkon boru yang dilakukan secara diam-diam, 

dengan cara meninggalkan rumah perempuan tanpa sepengetahuan 
orang tua dan baru diberitahukan setelahnya, bertentangan dengan 
nilai-nilai transparansi dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. 
Dalam Surah An-Nisa’ ayat 3, Allah berfirman(Indonesia, 2014): 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
kamu, dan orang-orang yang layak untuk menikah di antara 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan laki-laki. Jika 
mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada 
mereka dengan karunia-Nya” 

Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan yang 
dilaksanakan dengan niat yang baik dan transparansi dalam 
prosesnya. Dalam hal ini, mangalojokkon boru tidak memenuhi kaidah 
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ini karena adanya upaya untuk menyembunyikan pernikahan dari 
keluarga perempuan dan dari masyarakat sekitar(Al-Qurthubi, 2006). 

Lebih lanjut, ayat di atas menggarisbawahi pentingnya proses 
pernikahan yang sah, yang mencakup adanya persetujuan dan 
keterlibatan orang tua atau wali sebagai bagian integral dari rangkaian 
pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama. Dalam konteks 
tradisi kawin lari, meskipun ada upaya untuk mencapai kesepakatan 
setelah tindakan dilakukan, praktik ini tetap tidak sejalan dengan 
prinsip-prinsip Islam yang menuntut adanya keterlibatan dan 
persetujuan wali perempuan sebelum pernikahan sah 
dilakukan(Katsir, 1999). 

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa pernikahan yang 
tidak mendapatkan izin dari wali, yang mana dalam konteks ini 
adalah orang tua perempuan, dianggap tidak sah menurut hukum 
Islam. Ulama besar seperti Imam Syafi’i dan Imam Malik juga 
mengajarkan bahwa tanpa izin wali, pernikahan tidak sah, meskipun 
keduanya telah sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, meskipun 
mangalojokkon boru mungkin dilihat sebagai bagian dari tradisi budaya 
yang dihormati dalam masyarakat Mandailing, dari perspektif hukum 
Islam, praktik ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan 
syariat agar pernikahan yang terjadi bisa dianggap sah dan sesuai 
dengan ajaran agama(Al-Jaziri, 1990). 

Tradisi kawin lari dalam masyarakat Mandailing, meskipun 
diatur secara adat dengan sejumlah tahapan komunikasi antar 
keluarga, tetap memiliki masalah besar terkait dengan prinsip-prinsip 
syariat Islam yang mengatur pernikahan. Dalam proses kawin lari ini, 
pihak keluarga laki-laki berusaha untuk memberitahukan keluarga 
perempuan mengenai rencana pernikahan tersebut setelah tindakan 
kawin lari terjadi. Meskipun ada upaya klarifikasi dengan 
menghadirkan gadis yang dimaksud untuk menjelaskan niatnya 
menikah, hal ini tetap tidak mengabaikan esensi penting dari syariat 
Islam, yaitu persetujuan dari wali perempuan sebagai syarat sahnya 
pernikahan. 

Jadi, dari sudut pandang hukum Islam, meskipun tradisi 
kawin lari ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial dalam 
masyarakat Mandailing, pernikahan yang terjadi di dalamnya bisa 
dianggap tidak sah menurut syariat Islam jika tidak memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan, khususnya terkait dengan persetujuan wali 
perempuan. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini memiliki tujuan baik 
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untuk melangsungkan pernikahan, perbaikan dalam praktik tersebut 
perlu dilakukan agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam. 
 
Kesimpulan  

Tradisi kawin lari dalam masyarakat Mandailing 
menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang 
mendalam dan diatur dengan serangkaian prosedur adat, praktik 
tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat 
Islam yang mengatur pernikahan. Persetujuan wali perempuan, 
sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama, tidak 
sepenuhnya dihormati dalam proses kawin lari ini. Meskipun ada 
upaya komunikasi setelah tindakan dilakukan, hak wali untuk 
memberikan izin atau persetujuan terhadap pernikahan tetap 
diabaikan, yang berpotensi membuat pernikahan tersebut tidak sah 
menurut hukum Islam. 

Sebagai upaya untuk mengharmoniskan tradisi dengan 
syariat, perlu ada perubahan dalam pelaksanaan kawin lari agar 
mematuhi prinsip-prinsip Islam, khususnya terkait dengan 
keterlibatan wali perempuan dalam proses pernikahan. Hal ini akan 
memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak hanya 
dihormati dalam konteks adat, tetapi juga sah menurut hukum agama, 
memberikan perlindungan dan hak yang adil bagi pihak perempuan, 
serta menjaga keselarasan antara nilai-nilai budaya dan agama. 
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